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SURAT TUGAS 

Nomor : 275/DJMT.1/ST.KP7.1/V/2025 
 
 

 
Segala biaya yang timbul atas terbitnya kegiatan ini dibebankan pada 

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha 
Negara Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025. 

 
Demikian surat tugas ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. 
 
 

  Ditetapkan di Jakarta 
  pada tanggal 23 Mei 2025 
 

 

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan surat Direktur Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Nomor S-51/PB.6/2025 tanggal 16 Mei 
2025 perihal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal, maka 
diperlukan Reviu Kebijakan Akuntansi Tahun Anggaran 2025. 

Dasar : Nota Dinas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan 
Sekretariat Ditjen Badilmiltun Nomor 580/DJMT.1/KU2.2/ 
V/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Penyusunan Kebijakan 
Akuntansi DIPA 005.05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan 
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 
2025. 

 
Memberi Tugas 

 
Kepada : 1. Teguh Ahmadi, S.E., M.M./198406262009041007, 

Pembina (IV/a), Kabag Perencanaan dan Keuangan 
Sekretariat; 

  2. Victor Albadi`U Ratib, S.H./199611022019031005, 
Penata (III/c), Kasubbag Akuntansi Sekretariat; 

  3. Nurul Faizah, S.E./199604192020122013, Penata Muda 
Tingkat I (III/b), Operator - Penata Layanan Operasional. 

  4. Jumanto, PPNPN Sekretariat Ditjen Badilmiltun 

Untuk : Mengikuti kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi DIPA 
005.05 Ditjen Badilmiltun Tahun Anggaran 2025 yang 
bertempat di Harris Hotel & Convention Bekasi, Jalan Bulevar 
Ahmad Yani Blok M, RT. 006/RW. 002, Marga Mulya, Kec. 
Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17142 pada tanggal 26 
sd. 28 Mei 2025; 


		2025-05-25T22:36:21+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




